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Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan            

melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali 

sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah. Pemaksimalan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah 

untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Salah satu pajak 

daerah yang berkembang adalah pajak hiburan karaoke. Pajak hiburan karaoke ini 

dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Pengembangan potensi khususnya dalam pajak hiburan karaoke perlu 

dieksplor secara lebih, hal ini dapat dilihat dari perkembangan sektor hiburan 

karaoke didaerah Jember. Dan masih ada beberapa objek hiburan karaoke yang 

belum terdaftar dan hal tersebut berdampak pada kurangnya penerimaan pajak 

daerah. 
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dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Tarif yang 

dikenakan pada pajak hiburan karaoke sebesar 25% dari omset per bulan. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 889/UN25.1.2/SP/2019, Diploma 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan salah satu sektor 

pendapatan negara terbesar. Berdasarkan APBN 2017, sekitar 85,6% pendapatan 

negara bersumber dari pendapatan di sektor pajak. Pemerintah Indonesia setiap 

tahunnya selalu memperluas pendapatan dari sektor pajak. Mulai dari sektor pajak 

besar yang di kelola oleh pusat dan pajak yang dikelola oleh daerah. Menurut Resmi 

(2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat 

terdiri dari pajak penghasilan, PPN dan PPnBM, Bea Materai, PBB (Mardiasmo, 

2016:13). Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82). Pajak daerah 

merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi 

maupun pemerintah kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing. Menurut Mardiasmo (2017:15) jenis pajak provinsi 

terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan, dan Pajak Rokok. 

Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, PPJ, PMBL, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, 

PBB P2, BPHTB. 

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan daerah. 

Peranan tersebut sangat penting untuk pembangunan daerah tersebut. Kabupaten 

Jember adalah salah satu Kabupaten yang menggunakan pajak daerah sebagai salah 

satu pendapatan yang cukup besar untuk daerah. Kebijakan pemungutan pajak 

daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
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pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat, dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No 3 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Jember salah satunya berasal dari Pajak Hiburan. Pengembangan potensi khususnya 

dalam pajak hiburan karaoke perlu dieksplor secara lebih, hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan sektor hiburan karaoke didaerah Jember. Masih ada beberapa objek 

hiburan karaoke yang belum terdaftar dan hal tersebut berdampak pada kurangnya 

penerimaan pajak daerah.  

Di Kabupaten Jember kantor yang menangani pajak daerah adalah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam tahun anggaran 2016 sampai dengan 

2018 target dan realisasi yang di dapatkan selalu mengalami peningkatan, seperti 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Jember (tahun anggaran 2016-2018) 

Tahun 

Anggaran 

Target Penerimaan 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

Presentasi 

(%) 

2016 519.190.673.159,00 524.137.897.016,96 100,95 

2017 736.927.109.103,11 719.105.671.347,78 97,58 

2018 609.304.818.610,50 598.328.886.551,96 98,29 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember, 2018. 

Dari data tabel 1.1 terdapat peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak 

daerah. Presentasi yang di dapatakan berasal dari realisasi di banding target dikali 

100%. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi di dalamnya adalah pajak 

hiburan. Dalam pajak hiburan terdapat pajak hiburan karaoke yang juga cukup 

berkontribusi atas kenaikan pajak daerah di Kabupaten Jember, hal ini dapat di lihat  
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dari data berikut:  

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Karaoke 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun anggaran 2016-2018) 

Tahun 

Anggaran 

Target 

Penerimaan (Rp) 

Realisasi (Rp) Presentasi (%) 

2016 316.800.000,00 312.305.922,00 95,15 

2017 400.000.000,00 296.134.588,00 74,03 

2018 400.000.000,00 349.572.512,00 87,39 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018. 

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember mengenakan pajak hiburan 

karaoke guna menambah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Namun tidak 

lepas dari penyelewengan atau penyalah gunaan aturan, seperti lolosnya beberapa 

objek pajak baru di Kecamatan Gumukmas dan kecamatan lainnya, kurang 

tereksplornya pajak hiburan karaoke secara mendalam, maka dalam pemungutan 

pajak hiburan karaoke ini melewati beberapa prodesur. Prosedur yang harus 

diketahui agar data tersebut tidak diselewengkan dan dapat dimaksimalkan oleh 

kabupaten Jember, maka laporan praktek kerja nyata ini di beri judul 

“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE PADA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peran pajak hiburan karaoke dalam sektor 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember dapat menungjang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) guna melaksanakan pembangunan Kabupaten Jember. Rumusan 

masalah yang diajukan adalah: “bagaimana prodesur pemungutan pajak hiburan 

karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui 

dan memahami secara langsung mengenai prosedur pemungutan pajak hiburan 

karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui secara langsung praktek yang berkaitan dengan perpajakan 

dibandingkan dengan diperkuliahan. 

b. Lebih memahami teori yang di ajarkan di perkuliahan terutama materi 

yang berhubungan dengan pajak daerah dan pajak hiburan karaoke. 

c. Bagi Universitas dapat menambah referensi yang ada dan dapat 

dimanfaatkan oleh banyak pihak terutama dapat memberi sumbangan 

pemikiran utama dalam ilmu administrasi D III Perpajakan. 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

a. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur pemungutan pajak 

hiburan karaoke pada badan pendapatan daerah Kabupaten Jember. 

b. Memperoleh pengalaman kerja dalam suatu instansi pemerintahan di 

Badan Pendapatan Kabupaten Jember. 

c. Mendapatkan kesempatan langsung mengaplikasikan ilmu yang di 

dapatkan di bangku perkuliakan  khususnya tentang pajak. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Nomor 

16 Tahun 2009 yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Adriani (2017:3) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3) adalah sebagai berikut : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah negara, yakni pengeluaran-pengeluaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu : 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (cregulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh :  

1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif.  

 

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak 

 Menurut Hamdan (2017:13) jenis pajak di bagi berdasarkan: 

a. Berdasarkan Sifat 

1) Pajak pribadi (perorangan), dalam hal ini pengenaan  pajak lebih 

memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti berapa anak, dan 

kebijakan finansial lainnya (PPh Pribadi). 

2) Pajak kebendaan, yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib 

pajak dikesampingkan (PPh Badan hukum). 

3) Pajak atas kekayaan, yang menjadi objek pajak adalah kekayaan 

seseorang atau badan. 

4) Pajak atas bertambahnya kekayaam, pengenaanya didasarkan atas 

seseorang yang mengalami kenaikan / pertambahan kekayaan. Biasanya 

dikenakan hanya satu kali. 

5) Pajak atas pemakaian (konsumsi), pajak atas kenikmatan seseorang 

(PRT/PPI). 
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6) Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena 

jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen. 

b. Berdasarkan ciri 

1) Pajak subyektif dan obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang 

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan 

pajaknya dicari alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan 

keadaan material. Pajak obyektif adalah pertama melihat kepada 

objeknya selain daripada peristiwa yang menyebabkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subyeknya, tidak 

mempersoalkan apakah subyek berdiam di dalam negeri atau diluar 

negeri. 

2) Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang 

bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan 

dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah 

pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. 

Dengan kata lain, pembayaran dapat dialihkan ke pihak lain. 

c. Berdasarkan pemungutnya 

1) Pajak Pusat 

Pajak-pajak yang dikelola oleh meperintah pusat sebagian besar melalui 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan unit vertiakal di bawahnya. 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat privinsi 

maupun kabupaten/ kota yang di admisitrasikan oleh dinas /badan 

pendapatan daerah setempat. 

. 
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2.1.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:3) teori-teori yang mendukung pemungutan 

pajak ada 5, yaitu: 

a. Teori asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, hata benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar. 

c. Teori daya pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu dengan unsur 

objektif(melihat menghasilan dan kekayaan) dan unsur subjektif 

(memperlihatkan kebutuhan materi yang harus di penuhi). 

d. Teori bukti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti. Rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori atas daya beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksut memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara, dan negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam 

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
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2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Pandiangan (2016:11) Secara umum ada 3 sistem dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu: 

a. Self assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan 

dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan 

perundang- undangan perpajakan yang berlaku. 

b. Official assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan 

dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya 

penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak). 

c. With holding system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan 

dimana pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak 

lain (pihak ke tiga) karena adaya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain  

tersebut. 

 

2.1.6 Hukum Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah (Fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 

2 macam hukum pajak yakni: 

a. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan,perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), 

siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang 

dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 

pajak, dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. 

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk /tata cara untuk mewujudkan hukum 

material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material ). 

Hukum ini memuat antara lain: 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 
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2) Hak-hak fiskus  untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib 

pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak. 

3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan 

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya: 

mengajukan keberatan dan banding. 

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.2 Pajak Negara (Pusat) 

 Menurut Mardiasmo (2016:13) pajak negara (pajak pusat) yang saat ini 

masih berlaku adalah: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No. 7 

Tahun 1984 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang No. 

36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 

1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseorangan tahun 1925, UU 

pajak pendapatan 1944, UU PBDR 1970. 

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan 

PPnBM) 

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPnBM adalah Undang-undang No. 8 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 

42 Tahun 2009. Undang-undang PPN dan PPnBM efektif mulai berlaku 

sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 

1951. 

c. Bea Materai 

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 

1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 

menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama 

(Aturan Bea Materai 1921). 
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d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang 

No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 

Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 

dan merupakan pengganti: 

1) Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908. 

2) Ordonansi Verpending Indonesia tahun 1923. 

3) Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932. 

4) Ordonansi Verpending tahun 1928. 

5) Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942. 

6) Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 

huruf j,k,l. 

7) Undang-undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi. 

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang No. 20 tahun 2000. Undang-undang 

BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 2998 menggantikan Ordonansi Bea 

Balik Nama Staatsbad 1924 No.291. 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

 Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah Pasal 1(10) menyebutkan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
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2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 

 Pemungutan Pajak Daerah berlandaskan hukum pada : 

a. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 

Undang-undang ini menjelaskan tentang wewenang daerah untuk 

memungut pajak. 

b. Peraturan Daerah Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pada 

peraturan daerah ini menjelaskan secara detail apa saja yang termasuk pajak 

daerah beserta pengertian serta tarif yang ditetapkan. 

 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2016:15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

a. Pajak provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan bermotor; 

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Air Permukaan; dan 

4) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk 

daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

 

2.4 Pajak Hiburan 

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan 

 Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah menyebutkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran.  

 Siahaan (2006:297) pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara  hiburan. 

Pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan 

hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 

jenis pajak kabupaten/kota. Kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, 

termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat 

diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Hiburan 

 Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah menjelaskan hiburan sebagaimana dimaksud adalah: 

1) Tontonan film; 

2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

4) Pameran; 
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5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

6) Sirkus, akrobat, dan sulap; 

7) Permainan bilyar, golf, dan boling; 

8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

dan 

10) Pertandingan olahraga. 

 

2.4.3 Subjek dan Objek Pajak Hiburan 

 Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan 

yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan 

dengan dipungut bayaran. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan hiburan. 

 

2.4.4 Tarif Pajak Hiburan 

 Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menetapkan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana kontes kecantikan, 

diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, 

tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10%(sepuluh persen). Tarif pajak hiburan 

ditetapkan dengan peraturan daerah.  
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2.4.5 Sanksi Pajak Hiburan 

 Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 

SKPDKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangknya 

pajak. 

 

2.5 Pajak Hiburan Karaoke 

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Karaoke 

 Pajak hiburan itu sendiri adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah). Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana 

seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada 

sebuah layar televisi. Tempat karaoke yaitu gedung atau ruang khusus untuk 

hiburan bernyanyi karaoke. Pajak karaoke adalah pajak penyelenggara hiburan 

karaoke (Rifayanti, 2017). 

 

2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Karaoke 

 Peraturan Daerah kabupaten Jember No.3 tahun 2011 menyatakan Subyek 

pajak hiburan adalah oranng pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 

Sedangkan Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. Sedangkan menurut Restian (2016), subjek pajak 

karaoke adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pelayanan tempat hiburan karaoke. 
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Objek pajak karaoke adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran ditempat hiburan karaoke. Adapun objek pajak berupa: 

a. Fasilitas room yang terdiri dari room small, medium, large, vip, vvip, 

Ruang tunggu, AC, bar, wifi acsess. 

b. Pelayanan penunjang antara lain: toilet, tempat parkir, pelayanan dari 

pegawai.  

 

2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Karaoke 

 Berdasarkan Peraturan Bupati no.3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada 

bagian Ketiga Pajak Hiburan Pasal 21 besarnya tarif pajak hiburan diskotik, 

karaoke dan klub malam sebesar 25%  (Dua puluh lima persen). 

 

2.5.4 Sanksi Pajak Hiburan Karaoke 

 Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan 

jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek kerja Nyata 

 Prakter Kerja nyata merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyusun laporan praktek kerja nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Praktek 

Kerja nyata juga mewadahi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu yang di dapatkan 

dalam perkuliahan selama ini. Pelaksanaan di lakukan di instansi pemerintahan, 

perusahaan swasta maupun BUMN dengan syarat adanya persetujuan dari instansi 

tersebut. Praktek kerja nyata ini di tetapakan oleh ketua program studi dan 

dilaksanakan sesuai kurikulum yang berlaku. 

 

3.1.2 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan prakter kerja nyata ini di laksanakan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Alamat: Jalan Jawa No.72 Kecamatan Sumbersari, 

Jember. 

 

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek kerja nyata di laksanakan selama 30 hari kerja aktif, yaitu dari 

tanggal 01 Februari sampai 18 April 2019.  
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Kegiatan Praktek Kerja Nyata  dilaksanakan sesuai dengan jam kerja yang telah 

ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu: 

Hari Kerja 

(1) 

Jam Kerja 

(2) 

Istirahat 

(3) 

Senin s/d Kamis 07.00 – 12.00 WIB 

13.00 – 15.00 WIB 

12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 07.00 – 11.30 WIB  

13.00 – 15.00 WIB 

11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu s/d Minggu Libur  

Sumber: Badan Pendapatan Daereah Kabupaten Jember, 2019. 

 

3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Selama melaksanakan praktek kerja nyata (PKN), penulis di tempatkan 

pada bidang III yaitu bidang keberatan dan penagihan. Pada sub bidang ini penulis 

mendapatkan informasi bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke 

dan data yang di butuhkan oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir. Serta 

membantu pekerjaan para staf yang ada di sub bidang penagihan. Adapun kegiatan 

yang penulis lakukan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) secara rinci 

dapat di lihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan praktek kerja nyata (PKN) pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 

TANGGAL 

(1) 

KEGIATAN 

(2) 

HASIL 

(3) 

Jumat, 01 Februari 

2019 

 

 

 

a. Diterima di Sub 

Bidang Bagian 

umum dan 

kepegawaian. 

 

Mengetahui bidang-

bidang yang berada di 

Badan Pendapatan Daerah 

serta staf-staf yang ada di 

bidang terserbut. 
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(1) (2) (3) 

 b. Ditempatkan di 

bidang 3 yaitu 

bidang keberatan 

dan penagihan 

 

Senin, 04 Februari 

2019 

a. Pengenalan Kerja 

tiap pegawai yang 

berada di bidang 3. 

b. Di tempatkan di 

sub bidang 

penagihan dengan 

kepala bidang 

Bapak Hendra. 

Mengetahui tugas apa saja 

yang dikerjakan tiap staf 

pegawai di bidang 3 

terutama sub bidang 

penagihan. 

Rabu, 06 Februari 

2019 

a. Menginput berita 

acara untuk 

pendistribusian 

PBB-P2. 

b. Mencetak rekap 

pendapatan harian 

semua pajak yang 

masuk pada 

tanggal 4/2/2019. 

a. Mengetahui 

bagaimana cara 

membuat berita 

acara dan 

mengetahui alur 

pendistribusian 

PBB-P2 ke 

Kecamatan. 

b. Mengetahui 

berapa besar pajak 

yang masuk pada 

tanggal 4/2/2019 

termasuk pajak 

hiburan. 

Kamis, 07 Februari 

2019 

 

a. Menginput berita 

acara untuk 

 

Mengetahui besaran pajak 

yang didapat oleh badan 

pendapatan daerah  
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(1) (2) (3) 

 pendistribusian 

PBB-P2. 

b. Mengarsip semua 

laporan pajak 

tanggal 6/2/2019. 

kabupaten Jember pada 

tanggal 6/2/2019. 

Jumat, 08 Februari 

2019 

a. Mengetik surat 

undangan untuk 

UPTD tiap 

masiing-masing 

kecamatan untuk 

membahas 

pendistribuasian 

PBB-P2. 

b. Sharing terkait 

pajak daerah yang 

ditangani oleh 

Badan Pendapatan 

daerah Kabupaten 

Jember. 

a. Mengetahui 

UPTD mana saja 

yang ada di bawah 

naungan Badan 

Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember. 

b. Mengetahui pajak 

apa saja yang 

berada di 

kabupaten jember. 

Dan retribusi yang 

tidak masuk 

kabupaten Jember. 

Senin, 11 Februari 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mempersiapkan 

kebutuhan untuk 

rapat UPTD dari 

kue hingga Print 

absensi. 

b. Menjadi 

resepsionis dalam 

acara rapat. 

 

 

Mengetahui jalannya 

rapat dan mengetahui 

kendala apa saja yang di 

alami oleh UPT dalam 

bidang PBB-P2. 
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(1) (2) (3) 

Selasa, 12 Februari 

2019 

a. Menginput e 

billing pajak PBB-

P2 milik beberapa 

desa yang masih 

terhutang dan akan 

di bayar. 

Mengetahui besarnya 

pajak terutang dari 

beberapa desa di 

kab.jember dan 

mengetahui sistem e 

billing untuk E-PBB. 

Rabu, 13 Februari 

2019 

a. Membuat surat 

penerimaan SPT 

PBB-P2 pada 

kantor camat 

sesuai dengan 

jumlah SPT dan 

pajak PBB-P2 

terhutang  setiap 

desa. 

Mengetahu cara membuat 

surat terima. 

Kamis, 14 Februari 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menginput 

penerimaan rekap 

pajak harian 

tanggal 13/2/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pajak harian 

tanggal 13/2/2019. 

c. Sharing terkait 

pajak daerah 

terutama pajak 

hiburan. 

 

 

 

a. Mengetahui 

jumlah pendapatan 

pajak daerah pada 

tanggal 13/2/2019. 

b. Mengetahui apa 

itu pajak hiburan 

yang sebenarnya. 
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(1) (2) (3) 

Jumat, 15 Februari 

2019 

a. Menginput 

penerimaan rekap 

pajak harian 

tanggal 

14/02/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pajak harian 

tanggal 14/2/2019. 

c. Sharing tentang 

apa saja yang ada 

didalam pajak 

hiburan. Dan salah 

satunya adalah 

pajak hiburan 

karaoke. 

a. Mengetahui 

jumlah pajak yang 

masuk pada 

tanggal 14/2/2019. 

b. Mengetahui 

beberapa pajak 

yang ada dalam 

pajak hiburan. 

Senin, 18 Februari 

2019 

Ikut pendistribuan SPT 

PBB-P2 ke UPT 

kencong. 

Mengetahui cara 

pendistribusian PBB-P2. 

Selasa, 19 Februari 

2019 

Ikut pendistribusian 

SPT PBB-P2 ke UPT 

umbulsari. 

Mengetahui cara 

pendistribusian PBB-P2. 

Rabu, 20 Februari 

2019 

 

 

 

 

 

 

a. Menginput 

penerimaan rekap 

pajak harian 

tanggal 19/2/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pajak harian 

tanggal 19/2/2019. 

 

a. Mengetahui rekap 

pendapatan pajak 

daerah pada 

tanggal 

19/22/2019. 

b. Mengetahui 

berapa besarnya  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 
 

 
 

(1) (2) (3) 

 c. Melihat PAD 

tahun 2018 (dari 

target dan 

realisasi). 

target dan realisasi 

tahun 2018. 

Kamis, 21 Februari 

2019 

a. Ikut 

pendistribuasian 

SPT PBB-P2 ke 

UPT Mayang. 

b. Sharing tentang 

letak pajak hiburan 

karaoke (objek 

pajak hiburan 

karaoke) dan 

fasilitas yang di 

dapat. 

Mengetahui dimana saja 

objek pajak hiburan 

karaoke. 

Jumat, 22 Februari 

2019 

a. Menginput rekap 

pendapatan pajak 

tanggal 21/2/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pendapatan pajak 

tanggal 21/2/2019. 

Mengetahui rekap 

pendapatan pajak daerah 

pada tanggal 21/2/2019. 

Senin, 25 Februari 

2019 

 

 

 

 

 

 

a. Ikut 

pendistribuasian 

SPT PBB-P2 ke 

UPT ambulu. 

b. Sharing tentang 

subjek pajak 

karaoke. 

 

Mengetahui subjek pajak 

hiburan karaoke. 
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(1) (2) (3) 

Selasa, 26 Februari 

2019 

a. Penginput rekap 

pendapatan pajak 

tanggal 25/2/2019. 

b. Sharing tentang 

tata cara 

pemungutan pajak 

hiburan karaoke. 

a. Mengetahui rekap 

pendapatan pajak 

daerah pada 

tanggal 25/2/2019. 

b. Mengetahui tata 

cara pemungutan 

pajak hiburan 

karaoke. 

Rabu, 27 Februari 

2019 

Penginput biaya dinas 

luar dari 

pendistribusian PBB-

P2. 

Mengetahui berapa besar 

biaya yang di keluarkan 

untuk dinas luar 

pendistribusian PPB-P2. 

Kamis, 28 Februari 

2019 

a. Menginput rekap 

pendapatan pajak 

tanggal 27/2/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pendapatan pajak 

tanggal 27/2/2019. 

c. Sharing terkait 

target dan realisasi 

pajak hiburan 

karaoke. 

a. Mengetahui rekap 

pendapatan pajak 

daerah pada 

tanggal 27/2/2019. 

b. Mengetahui target 

dan realisasi pajak 

hiburan karaoke. 

Jumat, 01 Maret 2019 Sharing terkait kendala 

kurang terpenuhinya 

target pajak hiburan 

karaoke. 

Mengetahui kendala apa 

saja yang membuat target 

yang di tetapkan blm 

terpenuhi. 

Senin, 04 Maret 2019 

 

 

Menginput data 

BPHTB baru. 

 

Mengetahui data 

pengajuan BPHTB baru 

di Kabupaten Jember. 
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(1) (2) (3) 

Selasa, 05 Maret 

2019 

a. Menginput rekap 

pajak daerah 

tanggal 4/3/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pajak daerah 

tanggal 4/3/2019. 

c. Sharing tentang 

pendataan objek 

pajak hiburan 

karaoke baru. 

a. Mengetahui rekap 

pendapatan pajak 

daerah pada 

tanggal 4/3/2019. 

b. Mengetahui tata 

cara pendataa 

objek pajak baru. 

Rabu, 06 Maret 2019 a. Membuat surat 

rapat ke pada UPT 

untuk pembagian 

reword PBB-P2. 

b. Sharing tentang 

fungsi dan tugas di 

bidang 3. 

Mengetahui cara 

membuat surat undangan 

rapat. 

Jumat, 08 Maret 2019 a. Menginput rekap 

pendapata pajak 

daerah tanggal 

6/3/2019. 

b. Mengarsi rekap 

pajak daerah 

tanggal 6/3/2019. 

Mengetahui rekap 

pendapatan pajak daerah 

pada tanggal 6/3/2019. 

Senin, 11 Maret 2019 

 

 

 

 

a. Mendata pajak 

restoran yang 

belum membayar 

pajak restoran 

bulan Januari. 

Mengetahui restoran 

mana saja yang telat 

membayar pajak. 
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(1) (2) (3) 

Selasa, 12 Maret 

2019 

a. Mendata Pajak 

Hotel yang belum 

membayar pajak 

Hotel bulan 

Januari. 

b. Sharing tentang 

sanksi terkait 

pengenaan pajak 

yang telat bayar. 

a. Mengetahui tata 

cara pendataan 

pajak yang telat 

membayar. 

b. Mengetahui saksi 

yang akan 

dikenakan 

terhadapat WP 

yang telat 

membayar. 

Rabu, 13 Maret 2019 a. Menginput rekap 

pendapatan pajak 

daerah tanggal 

12/3/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pendapatan pajak 

daerah tanggal 

12/3/2019. 

Mengetahui rekap 

pendapatan pajak daerah 

pada tanggal 12/3/2019. 

Kamis, 14 Maret 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menginput rejap 

pendapatan pajak 

daerah tanggal 

13/3/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pendapatan pajak 

daerah tanggal 

13/3/2019. 

c. Sharing tentang 

falidasi pajak 

hiburan karaoke. 

a. Mengetahui rekap 

pendapatan pajak 

daerah pada 

tanggal 13/3/2019. 

b. Mengetahui proses 

falidasi pajak 

hiburan karaoke. 
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(1) (2) (3) 

Jumat, 15 Maret 2019 a. Mempersiapkan 

aula dan properti 

untuk rapat UPT 

membahas tentang 

reword yang di 

berikan terkait 

PBB-P2. 

b. Menjadi 

resepsionis rapat. 

Mengetahui desa mana 

saja yang telah lunas 

PBB-P2 dan mendapatkan 

reward. 

Senin, 18 Maret 2019 a. Menginput rekap 

pendapatan pajak 

daerah tanggal 

15/3/2019. 

b. Mengarsip rekap 

pajak daerah 

tanggal 15/3/2019. 

c. Berpamitan dan 

berterimakasih 

kepada semua 

pegawai Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

terutama Bidang 3 

(Keberatan dan 

penagihan) dan 

bidang 2 ( 

verifikasi dan 

validasi). 

Mengetahui rekap 

pendapatan pajak daerah 

pada tanggal 15/3/2019. 

Sumber: Data diolah untuk Tugas Akhir, 2019. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Dalam laporan praktek kerja nyata (PKN) penulis menggunakan jenis data 

kuantitatif. Menurut Muri (2015:58) “Karakteristik penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat di ramal dan realitas 

sosial; objektif dan dapat di ukur”. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:7) “Data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan 

/ scoring”. Data Kuantitatif dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberitahuan 

pelaporan dan penyetoran pajak hiburan karaoke. 

 

3.3.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

 Menurut Rifayanti (2017) data Primer adalah data diperoleh secara 

langsung dari Badan Pendapatan Daerah bagian keberatan dan penagihan 

Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, dan diskusi 

terkait dengan Administrasi Perpajakan, khususnya Pajak Hiburan 

Karaoke. 

b. Data Sekunder 

Menurut Rifayanti (2017) data Sekunder adalah data diperoleh dari pihak 

lain atau sumber tidak langsung. Disini penulis mengambil dari artikel-

artikel pendukung yang ada di internet, jurnal, modul, dokumen, buku, dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak 

hiburan karaoke. 

  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam laporan praktek 

kerja nyata (PKN) adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang diperoleh berasal dari Undang-undang, Peraturan  
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Daerah, buku, pustaka lainnya yang berhubungan dengan praktek kerja 

nyata (PKN) dan prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke. 

b. Observasi 

Dalam kegiatan praktek kerja nyata (PKN) penulis mengumpulkan data 

observasi langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

terutama mengamati prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke pada 

bidang keberatan dan penagihan. 

c. Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember untuk mendapatkan gambaran “Prosedur Pemungutan 

Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember”. 
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BAB. 5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang 

dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Proses pendataan subjek dan objek pajak baru sudah sesuai dengan prosedur 

yang tertera pada Peraturan Daerah no.3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

b. Besarnya tarif pajak hiburan karaoke yang dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah 

No.3 tahun 2011 tentang pajak daerah, besarnya tarif pajak hiburan karaoke 

sebesar 25%. 

c. Prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke telah sesuai dengan Peraturan 

Daerah no.3 tahun 2011 dengan pengisian SPTPD dan diterbitkan SPPT. 

d. Pembayaran yang digunakan pada pajak hiburan karaoke ini adalah Self 

assesment system yang merupakan sistem pungutan pajak yang memberi 

wewenang wajib pajak untuk menghitung dan meyetorkan sendiri pajak 

terutang. 

e. Prosedur pembayaran sangat mudah, yaitu dengan menggunakan kode 

pembayaran yang tertera di SPTPD/SPPT ke Bank Jatim. Prosedur ini telah 

sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 tahun 2011. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan praktek yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka 

saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut: 

a. Survei lapangan harus tetap dilakukan untuk menertibkan Wajib Pajak yang 

memiliki usaha dan belum melaporkan usahanya. 

b. Sosialisasi dan pemasangan Tipping Box melalui web atau aplikasi agar 

tidak terjadi kebocoran pajak yang akan mengurangi pendapatan pajak 

daerah. 

c. Memverifikasi lebih lanjut SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak 

berkaitan dengan kesesuaian dengan tipping box. 
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Lampiran T. Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal Staf Pelayanan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tanggal: 13 Maret 2019. 

 

Penulis : Assalamualaikum. Selamat pagi bapak Rizal. Mohon maaf minta 

waktunya sebentar untuk melakukan wawancara perihal prosedur 

pemungutan pajak hiburan karaoke. 

Narasumber : oow iya mbak. Silahkan. Bagaimana? 

Penulis : jika ada wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan usahanya apa 

yang harus dilakukan bapak? 

Narasumber  : begini mbak. Wajib pajak tersebut langsung bisa datang di bagian 

pelayanan dan kami akan memberikan form berupa form subjek dan 

objek pajak baru. Setelah itu kami akan melakukan survei lokasi 

serta pemasangan tipping box dan penetapan NPWPD dan NIOP. 

Penulis  : lalu untuk proses penetapan pajak terutangnya bagaimana pak? 

Narasumber  : wajib pajak akan melaporkan omset tiap bulannya mbak. Paling 

lambat akhir bulan setelah bulan terutang pajak. Setelah melaporkan 

omset maka sistem akan otomatis menetapkan pajak terutangnya 

tersebut dengan mengeluarkan SPTPD dan SPPT. 

Penulis  : untuk penetapan tarifnya sendiri berapa bapak? 

Narasumber  : tarif untuk pajak hiburan karaoke itu sendiri kan telah diatur dalam 

perda No.3 Tahun 2011. Jadi ya kita tinggal ikuti saja mbak. 

Besarnya itu 25%. 

Penulis  : untuk proses pembayarannya bagaimana bapak? Apakah wajib 

pajak langsung membayarkan pajaknya disini? 

Narasumber : oowww. Tidak mbak. Wajib pajak setelah mendapatkan SPTPD 

bisa langsung membayar ke bank Jatim terdekat. Disitu kan sudah 

ada kode pembayarannya. Jadi tidak perlu membayar disini. 

Penulis  : jika ada yang terlambar bayar bagaimana bapak? 

Narasumber  : untuk hiburan karaoke sendiri sampai sekarang belum ada yang 

terlambat ya mbak. Mungkin karena objek pajaknya tu sedikit. 

Namun untuk pajak yang lain banyak. Ya kita berlakukan denda 

administratif sebesar 2% dari pajak terutang tiap bulannya. 

Penulis  : Baik bapak terimakasih untuk waktunya. Mohon maaf menggangu. 

wassalamualaikum 

Narasumber  : waalaikum salam. 
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